
 

 

 

RANCANGAN  

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 
80 TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, 

makmur, dan sejahtera perlu didukung dengan 
penyelenggaraan negara di lingkungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, serta 
nepotisme; 

  b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil reviu manajemen 

Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 dari Inspektorat Kota 
Yogyakarta; 

  c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota 
Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Yogyakarta memerlukan 
penyempurnaan untuk mengakomodir kebutuhan 

hukum daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 

Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Yogyakarta; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

 



 

 

  3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota 
Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7058); 

  4.  Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 
tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita 
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 81) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota 
Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota 

Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 42); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 
TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA YOGYAKARTA. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 

2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 
Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan: 

a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 

tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 
Nomor 5); dan 

b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 
2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta 
Tahun 2024 Nomor 42),  

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara Negara menjadi wajib lapor LHKPN. 

(2) Wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Wali Kota; 

b. Wakil Wali Kota; 

c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setingkat eselon II); 

d. Direktur rumah sakit umum daerah; 



 

 

e. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; 

f. Mantri Pamong Praja; 

g. jabatan administrator (setingkat eselon III); 

h. jabatan fungsional auditor;  

i. jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

daerah; dan 

j. jabatan pelaksana yang bertugas sebagai bendahara. 

(3) Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LHKPN 
wajib dilaporkan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai ajudan 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 

 

 WALI KOTA YOGYAKARTA, 

 

  

         HASTO WARDOYO 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal  

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

 

              AMAN YURIADIJAYA 

 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ... 


